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KATA PENGANTAR
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Saat ini BPK dalam menjalankan tugasnya menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang semakin besar seiring dengan perkembangan yang ada. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan tugas BPK belum dapat mengakomodasi kebutuhan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 
Beberapa kelemahan dari Undang-Undang tersebut antara lain mengenai penghitungan kerugian negara, sifat kolektif dan kolegial dari keanggotaan BPK, termasuk tentang mekanisme pemilihan Anggota BPK dimaksud. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, juga pernah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi mengenai syarat dan mekanisme pengisian jabatan anggota BPK pengganti. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tegas menyatakan bahwa pemilihan Anggota BPK harus untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga ada kekosongan hukum dalam pengaturannya yang mengharuskan pergantian antarwaktu.

Berbagai permasalahan di atas menjadi alasan perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 guna mendukung terwujudnya suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Udang tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang akan menjadi dasar pertanggung jawaban secara ilmiah atas penyempurnaan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Keuangan negara mempunyai manfaat yang sangat penting bagi perwujudan tujuan negara, yakni mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Untuk mencapai tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Para Pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

BPK sebagai lembaga negara dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan BPK diatur pada bagian tersendiri di dalam Bab VIIIA Pasal 23E yang menyatakan :

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Pasal ini menegaskan tugas BPK yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK dilengkapi dengan Anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 23F yang menyatakan sebagai berikut:
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Lebih lanjut, terkait dengan pelimpahan tugas BPK diatur juga dalam konstitusi, bahwa selain berkedudukan di Ibu kota negara, BPK juga mempunyai perwakilan di setiap provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23G sebagai berikut : 
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
Dalam menjalankan amanat konstitusi dan perintah Undang-Undang, BPK telah melewati suatu perjalanan panjang dan menghadapi berbagai tantangan serta kendala. Pada awal kemerdekaan, BPK meneruskan peranan Algemene Rekenkamer, institusi pemeriksa warisan pemerintahan Hindia Belanda yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Pada era Demokrasi Terpimpin dan masa pemerintahan Orde Lama, BPK menjadi bagian dari Pemerintah dimana Presiden Soekarno bertindak sebagai Pemeriksa Agung dan Ketua BPK berkedudukan sebagai Menteri Koordinator dan Menteri yang berada di bawah komando Presiden/mandataris MPR yang adalah Pemimpin Besar Revolusi. Pada era Orde Baru, meskipun kedudukan BPK sebagai salah satu lembaga (tinggi) negara yang setara dengan pemerintah dan perannya dalam memeriksa tanggung jawab keuangan negara telah diperjelas dengan UU Nomor 5 Tahun 1973, namun wewenangnya telah direduksi. Pemerintah membatasi objek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaan, isi laporan pemeriksaan, bahkan laporan BPK tidak boleh dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. BPK bahkan tidak diberikan akses ke beberapa lembaga milik Pemerintah, seperti Pertamina, Bank Indonesia dan bank-bank negara termasuk BUMN. Pemerintah Orde Baru juga mengontrol BPK melalui organisasi, personil, dan anggarannya. Dalam kondisi seperti ini mustahil dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK, dan sekaligus untuk melaksanakan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan UU BPK baru tersebut diharapkan BPK akan menjadi lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri. Dengan bertambah kuat kedudukan dan mandatnya, maka akan bertambah pula tantangan dan tanggung jawab yang diemban BPK. Dalam perkembangannya, UU BPK ternyata masih perlu disempurnakan karena terdapat beberapa ketentuan yang menyebabkan belum maksimalnya BPK dalam mewujudkan amanah konstitusi serta perlunya dibentuk norma-norma baru. 

Perubahan (revisi) terhadap UU BPK sudah direncanakan sejak tahun 2009. Rencana tersebut telah tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014. Namun, revisi UU BPK ini tidak berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Prolegnas 2015-2019, revisi UU BPK semula tidak masuk longlist Prolegnas karena adanya keinginan DPR untuk membatasi jumlah RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas. Revisi UU BPK baru muncul kembali setelah dilakukan peninjauan terhadap longlist Prolegnas (2016), mengingat ada beberapa kebutuhan UU yang tidak bisa ditunda pemberlakuannya demi kepentingan bangsa. Usulan perubahan UU BPK akhirnya menjadi prioritas dalam pembentukannya, bahkan jika memungkinkan dilakukan pada tahun 2016 ini. 

Perubahan UU BPK menjadi urgent karena substansi UU BPK sudah tidak sejalan dengan kebutuhan yang berkembang dan belum mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: Putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menjadi suatu keniscayaan, BPK menjalankan mandat memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, sebagaimana best practices yang diterapkan di lingkungan lembaga pemeriksa eksternal utama (supreme audit institution). Dengan demikian pengelolaan keuangan negara nantinya benar-benar dapat mewujudkan tujuan bernegara.
Walaupun implementasi UU BPK sudah dilaksanakan selama sekitar 9 (sembilan) tahun, namun kebebasan dan kemandirian sebagai suatu lembaga negara yang diamanatkan konstitusi dan ditegaskan di dalam UU belum sepenuhnya terwujud, karena beberapa hal : 

1. penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara (penghitungan kerugian negara/PKN) 

Penghitungan dan penetapan kerugian negara/PKN diatur dalam Pasal 10 UU No.15 Tahun 2006, namun dalam implementasinya dapat dilakukan oleh banyak pihak/ lembaga (misalnya: Aparat penegak Hukum (APH), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan lainnya) yang dapat menyebabkan persoalan excessive accountability yang membuat hasil perhitungan kerugian negara menjadi bias dan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum, bahkan dengan mudah dapat mengarah pada kriminalisasi.

2. Penerapan prinsip kolektif-kolegialitas.

Dalam praktik selama ini Anggota BPK sudah bekerja secara kolektif kolegial, namun hal ini belum tercermin dalam UU BPK. Oleh karena itu, prinsip kolektif-kolegialitas dalam pengambilan keputusan BPK perlu dipertegas dalam rumusan norma. Setiap keputusan diambil secara bersama-sama oleh Anggota BPK dalam sidang BPK dan setiap keputusan BPK diambil dengan berdasarkan kesetaraan serta mengikat seluruh Anggota BPK. Hal ini berkaitan erat dengan tugas, wewenang dan kewajiban BPK yang sangat luas dan mempunyai dampak besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tersebut diperlukan Anggota BPK yang memiliki kecakapan dan kejujuran serta integritas moral tinggi. Termasuk proses pengambilan keputusannya harus disetujui dan diputuskan bersama-sama oleh Aggota BPK. 
3. Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BPK 

Pimpinan BPK terdiri atas seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK. Dalam rangka penguatan tata kelola internal BPK, khususnya mekanisme built in control pada tingkat pimpinan BPK serta untuk mendukung mekanisme check and balances pada tingkat pimpinan BPK perlu diatur mengenai masa periode pimpinan BPK. Disadari sepenuhnya bahwa BPK menjalankan fungsi yang sangat strategis dan vital, sehingga periode Ketua dan Wakil Ketua BPK perlu disesuaikan, sebagaimana yang diterapkan pada lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Konstitusi atau Komisi Yudisial. Dengan masa jabatan separuh periode dari keanggotaan, maka anggota yang lain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua, sehingga dalam penyelenggaraan tugasnya prinsip kolektif-kolegialitas itu akan selalu dikedepankan. Selain itu, dengan periode kepemimpinan separuh periode keanggotaan maka mekanisme saling-mengawasi di antara sesama pimpinan BPK akan menjadi efektif.

4.  Penyusunan dan penetapan struktur organisasi dan penetapan formasi serta rekrutmen Pelaksana BPK. 
Selama diberlakukannya UU BPK, penyusunan dan penetapan struktur organisasi dan penetapan formasi serta rekrutmen Pelaksana BPK, belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian yang dimiliki oleh BPK. Penetapan struktur organisasi, formasi dan pengadaan tenaga pelaksana cenderung ditentukan oleh Pemerintah. Mengingat Pemerintah adalah entitas terperiksa BPK, maka keterlibatan Pemerintah dalam menentukan formasi dan rekruitmen Pelaksana BPK sesungguhnya sudah merupakan bentuk intervensi terhadap kebebasan dan kemandirian (independensi) BPK. Oleh karena itu, berkurangnya independensi BPK sebagai pemeriksa harus diwaspadai dan segera diatasi, karena risikonya adalah berkurangnya objektifitas dan pada akhirnya juga akan mengurangi kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

5.  UU BPK belum mengakomodasi perkembangan yang ada dan Putusan MK
Perlu dilakukan penambahan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum tercakup dan/atau belum diatur secara eksplisit di dalam UU No.15 Tahun 2006. Di samping itu, perlu dilakukan penyesuaian antara pasal dengan penjelasan pasalnya yang terdapat dalam UU No.15 Tahun 2006.

Penguatan kelembagaan BPK bukan untuk kepentingan BPK sendiri, tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari ikhtiar mewujudkan “negara sebagai pusat simpati dan kerja sama (the state as a centre of sympathy and co-operation)”
 di antara seluruh elemen yang ada.

Mengingat tantangan BPK semakin besar, dan ekspektasi rakyat kepada BPK juga semakin tinggi, maka perlu melakukan pemutakhiran undang-undang dalam memperkuat peran BPK untuk mewujudkan tujuan bernegara. Meminjam perspektif Tocqueville merujuk pada undang-undang di Amerika Serikat “menyesuaikan undang-undang dengan kecerdasan rakyat dan sifat negara yang akan diperintah”.

Dengan adanya perubahan UU BPK, diharapkan dapat menjawab kebutuhan saat ini dan ke depan yang semakin berat dan kompleks serta memberikan solusi berdasarkan hukum yang ada. Perubahan dilakukan dengan mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan baru yang selama ini belum diatur secara eksplisit di dalam UU No.15 Tahun 2006. Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pertanggungjawaban ilmiah atas pengaturan masalah tersebut.
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UU BPK serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis perubahan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan?
C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai berikut:
1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemeriksaan keuangan negara yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerugian keuangan negara, serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis perubahan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam perubahan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
D. Metode
Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan pada metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dengan berbasis metode penelitian hukum, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (library research) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU BPK, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berdasarkan bahan hukum primer khususnya konstitusi dapat diketahui das sollen terkait kedudukan yang seharusnya dari BPK sebagai lembaga negara yang independen. 

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan yurisprudensi, serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang keuangan negara dan lembaga pengelolaan keuangan negara. 

Data sekunder tersebut di atas dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui diskusi publik yang dihadiri oleh narasumber sesuai dengan kompetensinya, peserta yang dilibatkan dalam diskusi tersebut berasal dari berbagai instansi. Pelibatan stake holders ini dilakukan untuk mendapatkan masukan guna memenuhi persyaratan formal dan ideal penyusunan undang-undang sebagaimana disyaratkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Keseluruhan data yang terkoleksi akan dipilah-pilahkan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji isi ketentuan (content analysis) seluruh peraturan yang terkait dan mengkaitkannya dengan perkembangan doktrin pengelolaan keuangan negara. Selain itu dilakukan pula pendekatan historis agar dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pengelolaan keuangan negara, dan sekaligus dapat dipetik hal-hal positif dalam rangka penguatan peran BPK.
BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
E. Kajian Teoretis

1. Teori Trias Politica
 Trias Politica merupakan konsep pemerintahan yang telah dianut oleh banyak negara di dunia. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dipusatkan pada satu struktur kekuasaan negara melainkan harus disebarkan di dalam berbagai cabang kekuasaan negara yang berbeda. Pemisahan kekuasaan atau dikenal dengan nama  trias politica ini adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang/organ yang sama, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuannya adalah untuk menghindari absolutisme, sehingga kekuasaan di dalam negara tersebut harus dipisahkan dan dilaksanakan oleh setiap cabang kekuasaan yang dipegang oleh organ yang berbeda.
Trias Politica pada umumnya menunjukkan pemisahan kekuasaan pada 3 (tiga) lembaga berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang menegakkan aturan suatu undang-undang apabila terjadi pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. 

UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut sepenuhnya ajaran trias politica dalam bentuk aslinya. Pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah pemisahan kekuasaan secara tegas dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, artinya antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif benar-benar terlepas antara tugas cabang yang satu dengan cabang lainnya. Tidak boleh ada hubungan kerjasama yang dapat menimbulkan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengertian pemisahan kekuasaan formal menunjukkan adanya cabang kekuasaan yang berbeda tetapi dalam penyelenggaraan fungsinya tidak saling terpisah. 

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah pemisahan kekuasaan horisontal dan pemisahan kekuasaan vertikal:

Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.
Pra-Amendemen, UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, BPK, dan seterusnya.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa dalam perspektif pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal itu, prinsip kesederajatan dan perimbangan kekuasaan itu tidaklah bersifat primer.
 Karena itu, dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen, tidak diatur pemisahan yang tegas dari fungsi legislatif dan eksekutif. Sebagaimana hal ini terlihat pada pengaturan pembentukan UU, DPR tidak melaksanakan sendiri fungsi tersebut tetapi bersama-sama dengan Presiden. Bahkan jika DPR tidak setuju terhadap rancangan undang-undang, maka pembahasan tidak dapat dilanjutkan.
 Jika melihat ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang belum diamandemen, fungsi utama DPR lebih merupakan lembaga pengawas daripada lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. 
Setelah reformasi terjadi perubahan, karena amandemen atau perubahan pertama dan perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945 mulai mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan secara horisontal seperti tercermin dalam perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20. Prinsip pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ini penting untuk dijernihkan karena pilihan di antara keduanya sangat mempengaruhi mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara secara keseluruhan. Dalam paham pemisahan kekuasaan, prinsip hubungan checks and balances antara lembaga-lembaga tinggi negara, dianggap sebagai sesuatu yang sangat pokok.

Jelaslah bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara kita setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, tidak lagi sepenuhnya menganut sistem pembagian kekuasaan “distribution of power” melainkan cenderung pada sistem pemisahan kekuasaan atau yang dikenal dengan “separation of power”. Dalam prinsip pemisahan kekuasaan yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 disertai dengan penerapan prinsip hubungan saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan DPD. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan pemerintahan. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, namun demikian, setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
 Sedangkan DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, pengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, namun harus dijalankan menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, Presiden juga berhak mengajukan RUU kepada DPR. Sementara itu, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan perdilan agama, dan lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain 3 (tiga) cabang kekuasaan yang disebut di atas (legislatif, eksekutif dan yudikatif), terdapat perkembangan baru yaitu munculnya lembaga-lembaga yang bersifat independen. Lembaga-lembaga independen tersebut sebagian lebih dekat ke fungsi legislatif dan regulatif, sebagian lagi lebih lebih dekat ke fungsi administratif-eksekutif, dan bahkan ada juga yang lebih dekat kepada cabang kekuasaan yudikatif. Badan Pemeriksa Keuangan jelas hubungannya sangat dekat dengan fungsi pengawasan oleh DPR.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara independen yang masuk dalam ranah kekuasaan legislatif di bidang pengawasan. 
2. Organ Utama Negara dan Organ Negara Tambahan
Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya 
akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.
 Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan bahwa terdapat tidak kurang dari 34 (tiga puluh empat) organ yang disebutkan keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari semua organ tersebut, terdapat 7 (tujuh) organ konstitusi dalam lapis pertama, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Organ konstitusi lapis kedua adalah Menteri Negara, TNI, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, KPU, dan Bank Sentral.

Organ-organ negara yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat juga digolongkan ke dalam organ utama atau primer (primary constitusional organs), dan organ pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan diantara keduanya, lembaga-lembaga negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) ranah (domain), yaitu (i) kekuasaan eksekutif, (ii) kekuasaan legislatif, dan (iii) kekuasaan yudisial. 

Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara, ada presiden dan wakil presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam cabang kekuasaan yudisial, lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada 2 (dua), yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Dalam hal kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR, DPD dan DPRD.
Dalam ranah fungsi pengawasan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan adalah organ utama (bukan lembaga penunjang DPR) yang mempunyai fungsi khusus melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, kedudukan dan peranan Badan Pemeriksa Keuangan sangat penting dan dalam konteks tertentu Badan Pemeriksa Keuangan dapat juga disebut sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi utama (main state organ). 

Salah satu perkembangan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah lahirnya organ negara tambahan (state auxiliary organs). Terdapat beberapa istilah yang berkenaan dengan state auxiliary organs. Ada yang menyebutnya sebagai komisi negara, state auxiliary agencies, state auxiliary bodies, dan ada juga yang menyebut sebagai lembaga negara independen.
 State auxiliary organs ini, dalam konteks Indonesia, tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam bentuk dewan (council), komisi (comission), komite (commitee), badan (board), atau otorita (authority). Organ tambahan lahir karena kinerja lembaga utama dianggap belum bekerja secara efektif dan dilatarbelakangi oleh desakan publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Jimly Asshidiqie, state auxiliary organs atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga tersebut terkadang ada juga yang disebut sebagai self regulatory agencies atau independent supervisory bodies, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (mix function) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga tersebut.

Sementara itu, Asimow menyatakan bahwa state auxliary organs adalah “units of government created by statute to carry out spesific tasks in implementing the statute. Most administrative agencies fall in the excecutive branch, but some important agencies are indepedent”.
 Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, state auxiliary organs dibedakan atas independent regulatory bodies dan executive branch agencies. 
Lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang dibentuk di Indonesia pada umumnya berada dalam ranah kekuasaan eksekutif sebagai executive branch agencies, misalnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di samping executive branch agencies, ada pula yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Pada umumnya, pembentukan lembaga-lembaga independen ini didorong oleh kenyataan bahwa birokrasi di lingkungan pemerintahan dinilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin meningkat dan diharapkan semakin efisien dan efektif. 
Meskipun menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya badan 
pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, masih terdapat beberapa badan lain yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan BPK seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Kementerian, yang dapat dimasukan ke dalam kelompok Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPKP adalah lembaga pemerintah nonkementerian berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 Keberadaan BPKP didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengikuti alur pikir Asimow, yang membedakan organ negara tambahan dalam lembaga yang berada di bawah eksekutif (executive branch agencies) dan lembaga negara independen, maka BPKP dimasukkan ke dalam kelompok lembaga negara tambahan dalam cabang eksekutif/pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa BPK merupakan lembaga atau organ utama negara yang bersifat independen dalam ranah kekuasaan legislatif. BPK dimasukkan dalam ranah ini karena jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan, fungsi pengawasan DPR memiliki korelasi dengan pelaksanaan fungsi BPK. Sementara BPKP adalah organ negara tambahan yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. Keberadaan kedua lembaga ini tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi dalam rangka memaksimalkan pemeriksaan keuangan negara dengan fungsi yang berbeda. 
3. Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
BPK berkedudukan di Jakarta, sebagai ibu kota negara. BPK memiliki perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Pasal 23G ayat (1) yang berbunyi: “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi.”

Ketentuan Pasal 23G ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Pembentukan perwakilan tersebut ditetapkan dengan keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Selanjutnya Pasal 34 UU BPK menyebutkan bahwa BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan Pasal 34 tersebut belum secara jelas mengatur mengenai sifat pelimpahan kewenangan oleh BPK kepada Pelaksana BPK, termasuk kepada Perwakilan BPK Provinsi. Pratik yang ada sekarang ini adalah bahwa Perwakilan BPK Provinsi (Sub Auditorat Provinsi) melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh BPK Pusat (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN).

Dalam tataran konsepsional, pelimpahan/pemberian kewenangan memiliki 2 (dua) macam sifat, yakni kewenangan yang bersifat atributif dan kewenangan yang bersifat non-atributif (distributif). Kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan yang melekat yang langsung diberikan oleh undang-undang, sedangkan kewenangan yang bersifat non-atributif adalah kewenangan yang misalnya diberikan oleh atasan kepada bawahannya dan hanya bersifat sementara. Kewenangan non-atributif terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan pertanggungjawaban, yakni: 

(1) Mandat, adalah wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dimana letak pertanggungjawabannya tetap melekat kepada si pemberi mandat. Hal tersebut dimaksudkan agar bawahan dapat membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Dalam pemberian mandat, pemberi mandat dapat menggunakan kewenangan yang telah diberikannya itu setiap saat. Penerima mandat atau mandataris tidak dapat memberikan mandat kepada orang lain. Jika penerima mandat telah melaksanakan maka secara otomatis mandat tersebut berakhir tanpa harus diberikan surat penarikan mandat; 

(2) Delegasi, adalah penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Hal tersebut berarti ada perpindahan tanggungjawab dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi. Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum, contohnya adalah ketika Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah di daerah masing-masing sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya.

Untuk itu, sifat pelimpahan kewenangan oleh BPK kepada Pelaksana BPK, termasuk kepada Perwakilan BPK Provinsi perlu dipertegas pengaturannya sesuai dengan konsepsi pelimpahan kewenangan dimaksud.
4. Pengelolaan Keuangan Negara
Kejelasan perumusan keuangan negara merupakan keniscayaan dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratik. Oleh karena itu pengaturan sistem keuangan negara dituangkan dalam konstitusi. Definisi keuangan negara merupakan proses yang tanpa akhir, namun pembahasan untuk memberikan batasan terhadap keuangan negara terus dilakukan untuk bisa membatasi ruang lingkupnya.
 Upaya untuk memberikan batasan tersebut harus melibatkan batasan antar keilmuan sehingga diharapkan terwujud pemahaman yang menyeluruh. 

Keterkaitan masalah keuangan negara dengan ilmu hukum disebabkan negara pada dasarnya merupakan objek bagian yang tidak terpisahkan dari ”dalam ilmu hukum, baik hukum privat maupun hukum publik.”
 Sementara itu keterkaitan dengan ilmu ekonomi disebabkan keterkaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran yang diterima negara, di mana untuk mencapai hal itu didasarkan pada rasio jumlah biaya, yang tercermin pada makna keuangan itu sendiri.
 Dalam perumusannya, pendekatan hukum akan lebih menyandarkan keuangan negara berdasarkan pada beberapa aspek dan kondisional yang bersifat ”teks” peraturan tertulis dan tanpa mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi dalam praktek.

Definisi keuangan negara dapat dipahami atas 3 (tiga) interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara, yaitu penafsiran pertama adalah :

…pengertian keuangan negara diartikan secara sempit dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu sub-sistem dari suatu sistem keuangan negara dalam arti sempit.

Berdasarkan rumusan tersebut, keuangan negara adalah semua aspek yang tercakup dalam APBN, sehingga pengawasan terhadap APBN juga merupakan pengawasan terhadap keuangan negara.
 Penafsiran kedua menggunakan metode sistematik dan historis yang menyatakan:

…keuangan negara dalam arti luas, yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara, sebagai suatu sistem keuangan negara…
Makna tersebut mengandung pemahaman keuangan negara dalam arti luas adalah segala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan erat dengan uang yang diterima atau diperoleh negara berdasarkan hak istimewa untuk kepentingan publik, seperti hak menciptakan uang, hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan, hak meminjam dan hak memaksa.

Penafsiran ketiga dengan pendekatan sistematik dan teleologis atau sosiologis terhadap keuangan negara:

apabila tujuan menafsirkan keuangan negara tersebut dimaksudkan untuk mengatahui sistem pengurusan dan pertanggungjawabannya, maka pengertian keuangan negara tersebut adalah sempit…. Selanjutnya pengertian keuangan Negara apabila pendekatannya dilakukan dengan menggunakan cara penafsiran sistematis dan teologis untuk mengetahui sistem pengawasan atau pemeriksaan pertanggungjawaban, maka pengertian keuangan negara itu adalah dalam pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk di dalamnya keuangan yang berada dalam APBN, APBD, BUMN/BUMD dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan obyek pemeriksaan dan pengawasan.

Penafsiran ketiga ini lebih dinamis dalam menjelaskan keuangan negara dan sejalan dengan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan pemerintah. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumusan keuangan negara sebagai berikut : 

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Sehingga jelas bahwa dalam hal ini negara dan daerah sebagai badan hukum publik ataupun perseroan terbatas sebagai badan hukum privat masing-masing mempunyai perbedaan. Hal ini berakibat pada pembedaan secara tajam arti keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan badan hukum yang modalnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan ataupun badan hukum lain yang mendapat fasilitas negara. 

Dalam praktiknya, negara dan daerah sebagai badan hukum publik sering disebut sebagai badan hukum sui generis, artinya negara atau daerah sebagai badan hukum publik secara bersamaan dapat beperan sebagai badan hukum privat. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa sistem ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berbeda dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ataupun BUMN dan BUMD. Perbedaan tersebut membawa konsekuensi terhadap ruang lingkup dan kewenangan lembaga dan badan yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Diperlukan kejelasan batasan untuk membedakan antara badan atau lembaga pemeriksa dan pengawas dengan obyek yang diperiksa atau diawasi agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun terlalu luasnya ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan. 

Kembali pada pengertian keuangan negara, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum melakukan perubahan terhadap berbagai perbedaan pengertian tersebut. Perubahan terhadap kondisi tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. 

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara pemerintah memiliki aparat pengawas lembaga/badan yang ada di dalam tubuh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri atas: (1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (2) Inspektorat Jenderal.

Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh APIP dan BPKP ini tidak tumpang tindih dengan kewenangan BPK, karena dilihat dari sisi kelembagaan APIP dan BPKP adalah unit di bawah pemerintah yang bersifat internal yang melakukan pemeriksaan selaku auditor internal terhadap penggunaan keuangan negara. Sedangkan BPK adalah lembaga negara yang merupakan auditor eksternal yang berfungsi menghitung kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Sebagai unit auditor internal tidaklah mungkin BPKP menghitung kerugian keuangan negara secara bebas dan mandiri karena antara terperiksa dan pemeriksa merupakan satu kesatuan unit. Keberadaan BPKP dan APIP sangat diperlukan dan sangat mendukung kinerja BPK, namun karena BPK merupakan lembaga negara yang dijamin oleh UUD sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
maka BPK dapat mendelegasikan kewenangannya kepada BPKP dan Inspektorat Jenderal untuk menghitung kerugian keuangan negara. Artinya BPKP dan Inspektorat Jenderal melaksanakan tugasnya untuk dan atas nama BPK.
5. Teori Kepemimpinan dalam Kelembagaan

Dalam teori kepemimpinan dikenal 2 (dua) macam pemimpin. Pertama adalah pemimpin formal yang dikenal sebagai pimpinan pada lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Kedua adalah pemimpin informal yang lebih dikenal sebagai pimpinan pada lembaga keagamaan, lembaga adat, perhimpunan bisnis, lembaga swadaya masyarakat,dan lain sebagainya. Pimpinan pada lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif memiliki legitimasi yang diperoleh dari penunjukan pihak yang berwenang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pimpinan berbeda dengan manager, disebabkan pemimpin tersebut dapat ditunjuk atau diangkat oleh anggotanya, sementara manager hanya ditunjuk oleh pemilik perusahaan.

BPK adalah salah satu lembaga negara yang kepemimpinannya bersifat formal karena memiliki legitimasi dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dari sudut pandang teori kepemimpinan, maka pimpinan BPK dapat dipilih dari dan oleh anggotanya dengan mekanisme internal BPK itu sendiri. Hal tersebut juga ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23F ayat (2)disebutkan bahwa “Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota”.

Dalam teori ketatanegaraan, lembaga seperti BPK adalah lembaga yang terpisah dari eksekutif dan legislatif. Apabila proses pengisian pimpinan eksekutif tertinggi dan anggota legislatif terikat jadwal yang bersifat tetap, maka lembaga seperti BPK dapat saja didesain dengan proses pengisian yang berbeda.

F. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Beberapa asas/prinsip yang harus diperhatikan sebagai dasar dalam penyusunan norma atau materi muatan perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:

1. Asas Kebebasan/Kemandirian (Independensi)

Asas ini menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah (eksekutif) dan/atau pihak lain.
Kemandirian dan kebebasan BPK secara garis besar diatur dalam amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1) yang menyatakan, “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan negara. Oleh sebab itu, secara normatif lembaga tersebut sebenarnya tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain. 
Prinsip bebas dan mandiri harus diperjelas mengingat BPK tidak dapat menghasilkan pemeriksaan yang objektif dan komprehensif jika terdapat gangguan atas kebebasan dan kemandirian dalam melaksanaan pemeriksaan tersebut. Substansi kebebasan dan kemandirian itu dirangkum dalam satu kata yakni independensi (independence). Tujuannya, agar BPK dapat memberikan hasil pemeriksaan yang objektif, pemeriksa (auditor) harus memegang prinsip “independence in mind and independence in appereance” (independen dalam pikiran dan independen dalam penampilan atau segala sikap yang berhubungan dengan pemeriksaan/audit).
Di satu sisi, independensi adalah prinsip audit/pemeriksaan yang utama dan pertama yang harus ditegakkan, khususnya mengingat “kendali” pemerintahan sebelumnya yang membatasi ruang gerak BPK sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal. Bila BPK berada di bawah kendali Presiden, ruang gerak BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara akan terbatas. Suatu lembaga yang dikendalikan Presiden tidak akan mungkin berposisi independen saat memeriksa bagaimana pemerintahan yang dipimpin Presiden menjalankan tanggung jawabnya.

2. Asas Efisiensi
Penggunaan asas efisiensi akan menggambarkan berapa banyak masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran (output) tertentu. Suatu kegiatan disebut efisien karena dapat menghasilkan jumlah keluaran tertentu dengan menggunakan masukan minimal/menghasilkan keluaran terbanyak dengan menggunakan masukan yang tersedia. 
Asas ini berkaitan dengan pengembangan struktur organisasi dan pengelolaan pegawai/pelaksana BPK yang mampu memenuhi kebutuhan riil BPK sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efisien. Secara teoretis, struktur organisasi memberikan gambaran keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada sebuah organisasi. Struktur organisasi dan pengelolaan pelaksana/pegawai tidak hanya memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab, hierarki, hubungan pelaporan, wewenang pengambilan keputusan dan tata kelola internal organisasi, tetapi juga merefleksikan respons organisasi terhadap lingkungan eksternalnya. Dengan kata lain, struktur organisasi BPK dan pengelolaan pegawai dirancang agar dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab secara efisien.

3. Asas Kepastian Hukum

Pengertian kepastian hukum mempunyai banyak dimensi. Dalam naskah akademik ini, asas kepastian hukum ini mengandung pengertian bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh multitafsir, tumpang tindih, dan saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga dapat menyulitkan dalam pelaksanaanya. 
Asas ini menjadi penting dalam konteks kewenangan yang dimiliki oleh BPK dalam Penetapan Kerugian Negara (PKN) agar tidak “berbenturan” dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pada saat ini, selain oleh BPK, PKN dianggap dapat dilakukan oleh APIP. Penghitungan dan penetapan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh banyak pihak dapat menyebabkan persoalan excessive accountability yang membuat hasil dari perhitungan kerugian negara menjadi bias dan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Adanya beberapa pihak yang dapat melakukan berbagai aktivitas yang sama seperti menghitung kerugian negara, disebut dengan “problem of many hands”, yaitu terlalu banyaknya lembaga yang terlibat pada suatu kegiatan yang sama dengan cara yang berbeda-beda dan pada akhirnya sulit untuk menentukan hasil mana yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara politik maupun secara hukum. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab mudahnya kriminalisasi bagi seseorang, yang belum tentu tindakannya menyebabkan kerugian keuangan negara.

4.  Kolektif Kolegial

Kolektif kolegial merupakan formulasi kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan dalam satu ikatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kolektif berarti secara bersama; secara gabungan dan kolegial mempunyai arti bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat.
 Dengan demikian, pengertian kolektif kolegial adalah kebersamaan seperti dalam pertemanan sejawat. 
Dalam organisasi, prinsip kolektif kolegial dapat diartikan bahwa semua anggota akan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut. Setiap anggota diberikan porsi yang sama dalam menyatakan pendapatnya. Peran ketua bukan hanya sebagai figur teladan dan simbol kekuasaan yang penuh, namun juga sebagai teman sejawat bagi anggota lainnya. Pembeda antara ketua/wakil ketua dengan anggota adalah berkaitan dengan tanggung jawab teknis. 
Asas ini berperan penting untuk mewujudkan keseimbangan (checks and balances), kehati-hatian, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. 
Pimpinan BPK, yang terdiri dari Ketua (merangkap Anggota), Wakil Ketua (merangkap Anggota) dan para Anggota BPK dalam praktiknya bertugas membina atau memimpin tata kelola11 (sebelas) satuan kerja. Tujuh orang Anggota BPK masing-masing membina 1 (satu) Auditorat Keuangan Negara (AKN), Wakil Ketua membina satuan kerja yang menangani kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia, serta Ketua membina kegiatan BPK secara umum. 
Tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagai tugas utama BPK, membutuhkan kerjasama tim. Oleh karenanya, kepemimpinan di BPK harus menggunakan prinsip kolektif-kolegial dalam rangka mendukung soliditas dan sinergi antar-AKN dan satuan kerja penunjang pendukung. Ini menggambarkan betapa pentingnya “chemistry” antara sesama Pimpinan BPK guna memperkuat soliditas dimaksud. Untuk membentuk “chemistry” yang memperkuat penerapan prinsip kolektif kolegial tersebut, dibutuhkan waktu agar masing-masing pribadi pimpinan BPK mengenal satu dengan yang lainnya. Pimpinan BPK diharapkan tidak saja memahami aspek yang berhubungan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, tetapi juga “spirit and soul” dari program-program strategis tersebut, untuk selanjutnya menjadikan hal itu sebagai dasar dalam menetapkan arah kebijakan pemeriksaan.

5. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh seseorang/sekelompok orang atau badan publik yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat vertikal (otoritas yang lebih tinggi) ataupun horizontal (masyarakat).Sementara transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Saat ini, tuntutan akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian penting dalam penerapan tata kelola yang baik, yang harus dipenuhi tidak saja dalam konteks mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga untuk merespons tuntutan yang semakin meningkat akan kualitas layanan publik yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, pemeriksaan keuangan dibutuhkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga pada gilirannya dapat mewujudkan tujuan bernegara.
Secara akademik, pemeriksaan (audit) ditujukan untuk menjamin akuntabilitas (assurance of accountability) dalam pengelolaan keuangan. Tentu saja, akuntabilitas hanya dapat diterapkan jika entitas menerapkan keterbukaan atau transparansi. Untuk dapat mencapai akuntabilitas, dibutuhkan 3 (tiga) unsur, yakni standar, pelaporan, dan pemeriksaan. Ketiganya dapat dijabarkan menjadi: (1) adanya standar dalam pelaporan keuangan;(2) adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tersebut sesuai standar pelaporan; dan (3) adanya pemeriksaan yang menjamin pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel serta disajikan dalam laporan keuangan sesuai standar pelaporan.

G. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Masyarakat

1. Peranan dan Kedudukan BPK

Sebelum amandemen konstitusi, keberadaan dan peran BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan “untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Setelah amandemen ketiga, ketentuan itu diatur dalam bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Keberadaan Bab VIIIA UUD 1945 tersebut mempertegas tugas dan wewenang, penyerahan hasil pemeriksaan keuangan negara dan tindak lanjutnya, bahkan pemilihan/rekrutmen Anggota BPK, dan perwakilan BPK di setiap provinsi.

Untuk menjabarkan ketentuan lebih lanjut mengenai BPK dibutuhkan undang-undang. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 23G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tugas, wewenang, susunan, dan kedudukan, serta rekrutmen dan tata kelola BPK dijabarkan lebih lanjut dalam kelompok undang-undang yang kemudian populer dengan sebutan paket undang-undang Keuangan Negara. 

Paket Undang-Undang Keuangan Negara, diawali dengan pembentukan Udang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Substansi kedua undang-undang ini sebelumnya diatur dalam Indische Comptabiliteitswet (ICW) Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 No. 6;1955 Np. 49 dan terakhir Undang-Undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).

Di masa sebelum reformasi, BPK adalah lembaga yang secara faktual kedudukannya di bawah kendali Pemerintah. Di masa itu, Presiden dapat memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan, yang antara lain erat kaitannya dengan pengarusutamaan kebijakan pembangunan berbasis stabilitas nasional. Pengaruh Pemerintah dalam pemeriksaan BPK sangat kuat, baik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Akibatnya, meski kedudukan BPK sebagai lembaga negara (penyelenggara negara fungsi auditif), secara konstitusional sejajar dengan Presiden (penyelenggara negara fungsi eksekutif), namun dalam praktiknya, kegiatan pemeriksaan yang dilakukannya sangat dipengaruhi Pemerintah. 

Pada masa Orde Lama, BPK menjadi bagian dari Pemerintah. Saat itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai Pemeriksa Agung, sementara Ketua BPK berkedudukan sebagai Menteri yang berada di bawah komando Presiden. Patut dicatat, Presiden saat itu juga berposisi sebagai Pemimpin Besar Revolusi . Di masa Orde Baru, meski BPK telah diposisikan sebagai lembaga negara yang berada di luar Pemerintah, wewenangnya tetap dibatasi. Pembatasan wewenang itu dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan membatasi objek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaaan, maupun isi dan aksesibilitas terhadap laporan pemeriksaaan. Pada masa itu, Pemerintah juga mengendalikan organisasi, personil, dan anggaran BPK. Pada saat yang sama, sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu kerja dan sumber daya manusia (SDM) BPK, juga dibatasi. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK di masa Orde Baru tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Pemerintah. Laporan tersebut harus mendapat persetujuan Sekretariat Negara terlebih dulu sebelum diserahkan kepada DPR. Dapat dipahami dalam praktik penyelenggaraan negara di masa lalu yang sangat membutuhkan stabilitas nasional, namun semakin kehilangan relevansinya di masa kini. Stabilitas nasional tetap dibutuhkan, tetapi tidak dengan melemahkan pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara.
Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, pertanggungjawaban keuangan negara belum diatur dalam suatu standar tertentu, juga belum disampaikan dalam bentuk laporan keuangan (financial statement) yang menyajikan posisi kas, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, khususnya aset-aset negara. Akibatnya, tidak ada informasi yang memadai tentang aset negara, baik dalam bentuk aset lancar maupun aset tetap. Hal ini menimbulkan risiko hilangnya aset-aset negara atau paling tidak aset-aset yang ada tidak dapat dikelola dengan baik. Tidak hanya itu, Pemerintah dan para pengelola keuangan negara bahkan tidak mempunyai laporan yang dapat menyajikan posisi arus kas yang telah digunakan. Akibatnya, dengan sistem pelaporan keuangan yang lama, saldo kas yang masih belum terpakai juga tidak dapat diketahui.

Dalam ketiadaan standar pelaporan dan kewajiban untuk menyajikan seluruh transaksi secara memadai (adequate disclosure) inilah, “laporan” pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kemudian disajikan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN). Dengan format pelaporan tersebut, pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga audit eksternal seperti BPK juga lebih mengarah pada kepatuhan dan koreksi aritmatis. Dari kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi dimasa lalu disebabkan antara lain karena sistem yang menjamin akuntabilitas memang belum tersedia atau setidak-tidaknya belum tersedia secara memadai.

Masalah lain yang dihadapi adalah transparansi. Pada masa lalu, pengelolaan keuangan negara dianggap sebagai informasi sensitif yang dapat membahayakan stabilitas nasional. Dengan alasan tersebut, maka publikasi laporan hasil pemeriksaan BPK yang memuat sejumlah temuan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan juga dibatasi. Laporan hasil pemeriksaan BPK juga tidak boleh dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas dan pada akhirnya menjadi semacam dokumen rahasia negara. Pembatasan publikasi tersebut menjadikan pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dapat mengungkap informasi secara objektif dan komprehensif, sehingga tidak dapat digunakan baik untuk pengambilan keputusan maupun untuk perbaikan sistem tata kelola. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan karena akan menyebabkan runtuhnya pilar pemerintahan yang demokratik berdasarkan hukum.
Sejak era reformasi, telah dilakukan sejumlah perbaikan, antara lain penegasan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, termasuk Presiden (dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan). Kesejajaran ini dibutuhkan karena BPK mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh entitas pengelola keuangan negara baik Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga ataubadan lain yang mengelola keuangan negara.
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Prinsip bebas dan mandiri tersebut dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, meliputi: 

a. kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan. Pasal 31 ayat (1) menyatakan “BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan secara bebas dan mandiri”. 
b. kebebasan dan kemandirian di bidang tata kelola organisasi. Guna mendukung prinsip bebas dan mandiri serta efektivitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, maka organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah (Pasal 34).
2. BPK sebagai Lembaga Bebas dan Mandiri

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan Pejabat lain yang tetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menentukan bahwa organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. 

Keberadaan Pemeriksa untuk membantu BPK dalam menjalankan tugas pemeriksaan sangatlah vital. BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai PNS dan yang bukan PNS. Dalam hal BPK membutuhkan penambahan Pemeriksa ataupun Pelaksana BPK lainnya maka selama ini BPK harus berkonsultasi dengan Pemerintah. Konsultasi ini memang diperlukan karena penambahan pegawai akan berdampak pada kebutuhan anggaran, sehingga diperlukan semacam “sinkronisasi” antara BPK dan Pemerintah. Namun, menjadi persoalan jika dengan ketentuan tersebut membuat BPK sebagai lembaga negara kurang dapat bekerja optimal karena untuk formasi pegawai Pemeriksa atau Pelaksana BPK harus berkonsultasi dengan Pemerintah. Fakta yang muncul formasi CPNS BPK yang disetujui Pemerintah setiap tahunnya selalu jauh di bawah kebutuhan formasi CPNS yang diusulkan oleh BPK.

Hal ini tentu perlu dipertimbangkan kembali karena tuntutan atas mutu pemeriksaan yang dilakukan BPK juga semakin meningkat sehingga dibutuhkan Pelaksana BPK yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
Sebagai gambaran, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan lebih khusus setelah diundangkan UU BPK, BPK telah berhasil mengungkap temuan pemeriksaan lebih dari Rp149 triliun, yang bahkan saat pemeriksaan berlangsung telah dipulihkan kurang lebih sebesar Rp8,75 triliun. BPK juga berhasil menyelamatkan uang negara dari hasil koreksi cost recovery lebih dari Rp8,5 triliun dan koreksi subsidi sebesar Rp27,12 triliun. Dengan demikian, sampai saat ini BPK telah secara riil berhasil menyelamatkan tidak kurang dari Rp63 triliun (telah disetor ke kas negara/daerah). Lebih dari itu, rekomendasi BPK juga telah menghasilkan puluhan ribu aspek perbaikan kebijakan dan sistem tata kelola, termasuk rekomendasi, seperti moratorium tenaga kerja Indonesia yang menyelamatkan nyawa dan martabat anak-anak bangsa dan moratorium calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan. Pemeriksaan kinerja BPK juga berhasil mendorong peningkatan pendapatan negara/daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak. 

Kondisi tersebut tidak mungkin tercapai jika BPK tidak didukung dengan sumber daya manusia Pelaksana BPK yang mumpuni. Adanya fenomena sejumlah entitas yang opini laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun pimpinannya diduga atau disangka melakukan tindak pidana korupsi adalah contoh persoalan kontemporer yang perlu direspons dengan serius.

Konteks pemenuhan Pelaksana BPK dalam rangka membantu BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusinya. Setiap tahun BPK harus melakukan tugas mandatory yakni pemeriksaan pada 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 86 (delapan puluh enam) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPPP). Selain pemeriksaan keuangan yang merupakan tugas mandatory, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) termasuk pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Beban tugas itu belum termasuk pemeriksaan terhadap 138 (seratus tiga puluh delapan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas terkait Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Production Sharing Contract (PSC) yang berjumlah 165 (seratus enam puluh lima) badan usaha.

Tanpa diketahui banyak pihak, setiap tahunnya BPK telah “menyelamatkan” keuangan negara lebih dari Rp1.800 triliun APBN dan Rp800 triliun APBD (konsolidasi). Jumlah itu belum ditambah dengan volume keuangan negara yang dikelola oleh BUMN dan PSC. Padahal Pelaksana BPK yang menangani beban tugas yang luar biasa tersebut jumlahnya tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Medan, jauh di bawahnya. Hanya terpaut sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Kota Jayapura. 

Kebutuhan untuk mengisi formasi pelaksana BPK yang tidak pernah terpenuhi, lambat laun akan menyebabkan terganggunya tugas mandatory BPK. Kondisi menunjukkan seakan-akan “kendali” Pemerintah atas BPK masih terjadi, yakni dengan cara membatasi jumlah Pelaksana BPK dengan alasan keterbatasan anggaran. Padahal, secara empiris, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan yang didukung Pemeriksa dalam jumlah yang lebih memadai justru secara signifikan menjamin penghematan belanja negara, dan bahkan melalui pemeriksaan kinerja dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.

Masalah lain yang dihadapi BPK dalam menegakkan independensinya adalah dalam hal pengembangan struktur organisasi. Secara teoretis, struktur organisasi memberikan gambaran keseluruhan kegiatan serta proses yang terjadi pada sebuah organisasi.Struktur organisasi tidak hanya memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab, hierarki, hubungan pelaporan, wewenang pengambilan keputusan dan tata kelola internal organisasi,tetapi juga merefleksikan respons organisasi terhadap lingkungan eksternalnya.Dengan kata lain, struktur organisasi BPK dirancang agar dapat memenuhi tugas dan tanggungjawab, mendukung tata kelola internal dan sekaligus merespons dinamika perubahan lingkungan eksternalnya.

Dalam praktiknya, dari tahun 2012 hingga saat ini, BPK masih belum mendapatkan persetujuan Pemerintah untuk membentuk satuan kerja Auditorat Utama Keuangan Negara (Auditama) yang secara khusus menangani pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara termasuk untuk menangani penugasan bagi saksi ahli BPK dipersidangan untuk kasus tindak pindak korupsi. Padahal setiap tahunnya BPK harus melayani lebih dari 1.650 permintaan audit investigatif. Sementara yang mampu dilayani BPK setiap tahun hanyalah sekitar 40-50 pemeriksaan audit investigatif. Pembatasan atas rekrutmen CPNS dan hambatan atas pembentukan struktur organisasi Pelaksana BPK sesuai dengan kebutuhan, mengindikasikan bahwa BPK belum sepenuhnya dapat menegakkan independensi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi tugas konstitusionalnya.

Penting untuk ditegaskan, bahwa kemandirian dan kebebasan organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK sesungguhnya terintegrasi dengan kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan DPR, DPD, Presiden dan Wakil presiden, serta MA seperti dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, secara teoretis, kedudukan BPK tidak berada dalam suatu “relasi hierarkis” dalam bentuk apapun dengan Pemerintah, namun dalam bentuk “relasi-fungsional” dengan lembaga negara lainnya. Sebagai konsekuensi, Pemerintah semestinya tidak memiliki wewenang untuk menentukan atau memengaruhi organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK.

3. Penghitungan dan Penetapan Jumlah Kerugian Negara/ Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

Dalam praktiknya, PKN menggunakan prosedur yang kurang lebih sama dengan pemeriksaan/audit. Oleh karena itu, pada dasarnya PKN juga merupakan suatu kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bedanya, dalam proses PKN, peran BPK cenderung bersifat pasif. Data dan informasi yang dibutuhkan disediakan oleh penyidik atas permintaan Pemeriksa BPK. Penting dicermati bahwa permintaan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan PKN atas suatu kasus dugaan tindak pidana korupsi kerap kali tidak didukung oleh data dan informasi yang memadai. Apabila hal tersebut terjadi maka BPK akan menyatakan tidak dapat menghitung kerugian negara atau lebih tegas tidak terdapat kerugian negara sama sekali.

Hal ini memperlihatkan dengan jelas, bahwa PKN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga seharusnya menjadi wewenang konstitusional yang hanya dimiliki oleh BPK. Pada saat yang sama, untuk mendapat hasil PKN yang andal (reliable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable), dibutuhkan pemeriksaan untuk dapat mengetahui dan menguji segala aspek baik yang berkaitan dengan kejadian, kelengkapan, nilai maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (perbuatan melawan hukum) yang menjadi penyebabnya.

Kondisi ini sekaligus mempertegas dibutuhkannya prosedur pengujian melalui pemeriksaan/audit oleh BPK, yang juga mencakup diberikannya waktu yang memadai kepada entitas terperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebelum aparat penegak hukum melakukan proses penegakan hukum dan masuk ke tahap penyidikan. Dengan kata lain, tahap penyidikan itu sendiri harus didukung oleh hasil pemeriksaan investigatif, atau setidak-tidaknya pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebelum masuk ke tahap penyidikan dan setelah itu baru dilakukan PKN.

Pada saat ini, selain oleh BPK, PKN dianggap dapat dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Penghitungan dan penetapan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh banyak pihak dapat menyebabkan persoalan excessive accountability yang membuat hasil dari perhitungan kerugian negara menjadi biasdan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, terlibatnya APIP dalam PKN menimbulkan risiko timbulnya konflik kepentingan, karena sesungguhnya APIP merupakan internal auditor yang menjadi bagian dari internal governance Pemerintah. PKN yang dilakukan oleh APIP bisa saja menjadi bias, dalam arti mengenyampingkan fakta-fakta yangharusnya diungkap dalam rangka melindungi kolega yang satu korsa. Pada saat yang sama, risiko konflik kepentingan juga dapat mengarah ke kriminalisasi terhadap pengelola keuangan negara oleh APIP. Kasus seperti ini dapat terjadi apabila oknum APIP yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk entitas yang seharusnya mereka dampingi.

Tidak hanya itu, karena PKN pada prinsipnya merupakan bagian dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menjadi bagian dari wewenang konstitusional yang hanya dimiliki BPK, maka memberi ruang bagi pihak lain selain BPK untuk melakukan PKN merupakan tindakan yang inkonstitusional. PKN seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga hanya dapat dilakukan oleh BPK. Dengan mempertimbangkan kapasitas tata kelola internalnya, BPK harus diberi wewenang untuk dapat menugaskan pihak di luar BPK agar dapat bekerja untuk dan atas nama BPK dalam PKN. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek independensi, objektivitas, dan profesionalisme serta penguasaan standar pemeriksaan/penghitungan kerugian negara yang dimiliki oleh BPK.
4. Periode Jabatan Anggota BPK
Struktur organisasi BPK secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pelaksana tugas pokok dan pelaksana tugas penunjang. Tugas pokok pemeriksaan ditangani oleh 7 (tujuh) Auditorat Keuangan Negara yang juga mencakup perwakilan BPK di 34 (tiga puluh empat) Provinsi, dan tugas penunjang ditangani oleh 4 (empat) satuan kerja, yakni: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pimpinan BPK, yang terdiri dari Ketua (merangkap Anggota), Wakil Ketua (merangkap Anggota) dan para Anggota BPK dalam praktiknya bertugas membina (memimpin tata kelola) 11 (sebelas) satuan kerja. Tujuh orang Anggota BPK masing-masing membina 1 (satu) AKN, Wakil Ketua membina satuan kerja yang menangani kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia, serta Ketua membina kegiatan BPK secara umum. BPK sebagai lembaga negara yang menangani audit eksternal sesungguhnya dikonstruksikan untuk dapat bersinergi dengan lembaga negara lainnya, khususnya Presiden.

Dengan demikian, maka masa jabatan Pimpinan BPK idealnya mengiringi masa jabatan Presiden Republik Indonesia, sehingga masa jabatan Pimpinan BPK idealnya berakhir setelah berakhirnya masa jabatan Presiden. Dalam hal ini, tugas akhir Pimpinan BPK adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang menguraikan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara selama 5 (lima) tahun, sehingga menjadi semacam penilaian akhir atas akuntabilitas dan kinerja pemerintahan selama 5 (lima) tahun. IHPS lima tahunan ini menjadi suatu karya paripurna yang mengkompilasi seluruh LHP dan IHPS tahunan yang diserahkan 2 (dua) kali setiap tahunnya (tiap semester) kepada lembaga perwakilan termasuk kepada Presiden. 
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK menyebutkan, BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Kemudian dalam Pasal 5 disebutkan, Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan untuk Pimpinan BPK yang terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua, dipilih dari dan oleh anggota dalam sidang BPK dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa jumlah Anggota BPK adalah 9 (sembilan) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, serta ketua dan wakil ketua dipilih dalam mekanisme internal BPK.

Disisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi No.Nomor 13/PUU-XI/2013 menyatakan sebagai berikut:

1.1. Pasal 22 ayat (1)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) sepanjang frasa “penggantian antarwaktu” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Pasal 22 ayat (1)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)sepanjang frasa “penggantian antarwaktu” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.3. Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654)bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4. Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5)Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menurut Mahkamah, baik syarat maupun mekanisme pengisian jabatan anggota BPK pengganti maupun Anggota BPK bukan pengganti adalah sama dan tidak ada perbedaan, maka tidak adil jika keduanya melaksanakan masa jabatan yang berbeda, untuk proses yang sama.

Putusan MK tersebut tegas menyatakan bahwa pemilihan Anggota BPK harus untuk masa jabatan lima tahun, sehingga ada kekosongan hukum dalam pengaturan kejadian luar biasa, yang mengharuskan pergantian antarwaktu. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua ketentuan yang harus dieksplisitkan, yakni keharusan menyatukan periode keanggotaan BPK yang mencakup penyatuan pemilihan anggota dan akhir masa jabatan keanggotaan BPK. 
5. Masa Kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BPK

Terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK tidak diatur sebelumnya dalam UU BPK. Apabila akan diatur dalam RUU perubahan ini, dapat mengambil model pada sejumlah lembaga negara yang telah mengatur separuh dari periode jabatan pimpinan di lembaga negara tersebut, misalnya MK dan KY.
Masa kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua MK diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: 

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua KY juga dievaluasi setiap 2 tahun 6 bulan atau setengah periode masa jabatan lima tahun. Jika berdasar evaluasi dinilai kurang bagus, ketua dan wakil dapat diganti melalui proses pemilihan periode berikutnya. Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan KY diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 jo Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY. Ketua dan wakil ketua definitif tersebut menjabat selama 2 tahun 6 bulan. Sesudahnya, akan dilakukan pemilihan kembali untuk mendapatkan pimpinan baru. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kolektif-kolegial yang memungkinkan adanya check and balances di antara para Pimpinan BPK, sekaligus untuk menjaga akuntabilitas dan kinerja BPK secara keseluruhan, ketentuan yang mengatur periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua menjadi setengah periode, dipandang perlu segera diatur secara eksplisit di dalam perubahan Undang-Undang tentang BPK.

6. Penambahan Pelaksana BPK

Sebagai lembaga yang dijamin secara konstitusional kedudukannya yang bebas dan mandiri, seyogianya diikuti dengan kejelasan dalam pengelolaan unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan fungsi organ BPK. Pelaksana BPK ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.
Sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945 terdapat 2 (dua) perkembangan baru terkait BPK, yaitu:(1) perubahan bentuk organisasi BPK secara struktural, dan (2) perluasan jangkauan tugas pemeriksaan BPK. Sebelumnya, organisasi BPK hanya memiliki kantor perwakilan di beberapa provinsi saja karena kedudukan kelembagaannya hanya terkait dengan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja pemerintahan di tingkat pusat saja. BPK tidak mempunyai hubungan dengan dengan DPRD, karena pengertian keuangan negara yang menjadi objek pemeriksaan hanya terbatas pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat pelaksanaan APBN terdapat juga di daerah-daerah maka diperlukan kantor perwakilan BPK di setiap provinsi.
Jangkauan kerja BPK semakin meluas karena tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan/kebocoran penggunaan keuangan negara dimanapun, sehingga dibutuhkan Pelaksana BPK yang kompeten. Atas mandat konstitusi ini, BPK telah berhasil menyelamatkan kebocoran keuangan negara yang sangat besar. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lebih khusus setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, BPK telah berhasil mengungkap temuan pemeriksaan lebih dari Rp149 triliun,
 yang bahkan saat pemeriksaan berlangsung telah dipulihkan kurang lebih sebesar Rp8,75 triliun.
 BPK juga berhasil menyelamatkan uang negara dari hasil koreksi cost recovery lebih dari Rp8,5 triliun dan koreksi subsidi sebesar Rp27,12 triliun. Dengan demikian, hingga saat ini BPK telah secara riil berhasil menyelamatkan tidak kurang dari Rp63 triliun (telah disetor ke kas negara/daerah). Lebih dari itu, rekomendasi BPK juga telah menghasilkan puluhan ribu aspek perbaikan kebijakan dan sistem tata kelola, termasuk rekomendasi, seperti moratorium TKI yang menyelamatkan nyawa dan martabat anak-anak bangsa dan moratorium CPNS yang menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan. Pemeriksaan kinerja BPK juga berhasil mendorong peningkatan pendapatan negara/daerah, baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak. 
Tuntutan atas pemeriksaan yang dilakukan BPK juga semakin meningkat. Adanya fenomena sejumlah entitas yang opini laporan keuangannya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun pimpinannya diduga atau disangka melakukan tindak pidana korupsi adalah contoh persoalan kontemporer yang perlu direspons dengan serius.
Untuk menjalankan mandat konstitusi BPK inillah perlu ada penambahan jumlah pelaksana BPK. Penambahan ini masih dalam batas rasional, dibandingkan dengan beban anggaran negara yang akan dikeluarkan untuk belanja pegawai/pelaksana BPK dan anggaran yang berhasil diselamatkan oleh BPK. Namun, dalam kenyataannya, BPK kesulitan untuk menambah jumlah pelaksana/pegawai BPK.
Pelaksana/pegawai yang dibutuhkan BPK ini harus memiliki kompetensi. Oleh karena itu, BPK telah berhasil mengembangkan tata kelola internal yang sangat baik. Pada bagian hulu, BPK telah dilengkapi dengan Pusdiklat yang menjadi center of excellent, assessment center yang menilai secara periodik kesiapan pelaksana BPK baik dari segi kompetensi maupun sikap mental serta Direktorat Litbang yang mengembangkan piranti pemeriksaan yang dibutuhkan untuk mendukung pemeriksaan. Sementara pada bagian hilir, BPK sering merekrut CPNS yang merupakan lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi terbaik, baik perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Persoalannya adalah formasi CPNS BPK yang disetujui Pemerintah setiap tahunnya selalu jauh di bawah kebutuhan formasi CPNS yang diusulkan. Kebutuhan pelaksana yang diajukan BPK sudah sesuai dengan beban kerja BPK atau beban tugas yang diembannya, sehingga tidak mengandung aspek pemborosan.

Beban tugas ini dapat dijabarkan dari fakta bahwa setiap tahun BPK harus melakukan tugas mandatory yakni pemeriksaan laporan keuangan pada 539 pemerintah daerah (LKPD), 86 Laporan keuangan kementerian / lembaga (LKK/L) dan 1 laporan keuangan pemerintah pusat (LKPPP). 
Selain pemeriksaan keuangan yang merupakan tugas mandatory, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) termasuk pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Beban tugas itu belum termasuk pemeriksaan terhadap 138 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas terkait SKK, Production Sharing Contract (PSC) yang berjumlah 165 badan usaha.
Pemeriksaan yang didukung pemeriksa atau pelaksana BPK dalam jumlah yang lebih memadai justru secara signifikan menjamin penghematan belanja negara. Bahkan melalui pemeriksaan kinerja dapat mendorong peningkatan pendapatan negara, sehingga tidak menimbulkan implikasi pemborosan belanja untuk pegawai/pelaksana BPK karena tidak berbanding lurus dengan anggaran negara yang berhasil diselamatkan oleh BPK. Penyelamatan anggaran negara akan lebih meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya jika didukung dengan jumlah pelaksana BPK yang memadai.
H. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara
1. Penentuan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK

Kebebasan BPK dalam menentukan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK selain akan membawa dampak bagi peningkatan kualitas dan kuantitas Pelaksana BPK itu sendiri, juga akan menghasilkan Pelaksana BPK yang lebih independen dan jauh dari konflik kepentingan. Sedangkan, pengaturan yang terkait dengan penegasan independensi BPK menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada objektifitas dan profesionalisme yang menjadi ukuran kualitas hasil pemeriksaan BPK termasuk upaya penyelamatan keuangan negara. Namun perlu dipertimbangkan, apabila penentuan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK akan dilaksanakan secara mandiri dan bebas dari pengaruh pemerintah, akan berdampak pada pelaksana BPK yang saat ini berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara. 
2. Pengaturan Struktur organisasi dan tata kerja oleh BPK

Terkait struktur organisasi dan tata kerja BPK, apabila pemerintah ikut mengatur maka dapat dipastikan kualitas hasil pemeriksaan BPK akan kehilangan objektifitasnya. Apabila hal itu terjadi, maka dapat mempengaruhi independensi BPK.

Meskipun BPK memiliki mandat konstitusional dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, namun DPR memiliki hak budget, sehingga apapun yang berhubungan dengan penggunaan anggaran negara harus mendapat persetujuan DPR. Artinya, karena struktur organisasi dan tata kerja BPK akan berimplikasi pada penggunaan APBN, maka persetujuan DPR tetap dibutuhkan untuk dapat menetapkan pemberlakuannya

3. Penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/ penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK

Dalam hal penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/ penghitungan kerugian keuangan negara hanya dilakukan oleh BPK, maka akan menciptakan kepastian hukum, namun hal tersebut berpotensi menegasikan mekanisme check and balances oleh lembaga lain terkait penghitungan kerugian keuangan negara.
4. Pengaturan pengisian kekosongan anggota BPK dan masa jabatan pimpinan BPK

a. pengaturan penggantian antarwaktu anggota BPK yang tidak lagi menggunakan mekanisme pemilihan ulang sebagaimana disyaratkan dalam UU BPK pasal 14 akan menciptakan struktur keanggotaan dalam satu paket dan efisiensi keuangan negara pada tingkat rekrutmen.

b. Pengaturan periode Pimpinan BPK menjadi setengah periode (2 tahun 6 bulan) masa anggota BPK, diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan BPK. Pengaturan ini akan berimplikasi pada: 1) Terciptanya mekanisme evaluasi terhadap akuntabilitas dan kinerja Ketua dan Wakil Ketuanya dalam mendukung pelaksanaan prinsip kolektif-kolegial; 2) Memungkinkan adanya check and balance di antara para pimpinan BPK; 3) Menjaga akuntabilitas dan kinerja BPK secara keseluruhan. Oleh sebab itu, ini perlu diatur secara eksplisit di dalam UU tentang BPK.
BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Dalam melakukan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan norma yang akan disusun.

1. Kebebasan dan Kemandirian dalam Menentukan Formasi dan Rekrutmen Pelaksana BPK.

BPK adalah lembaga negara yang mandiri. Kemandirian lembaga BPK ini secara jelas tersurat dalam Pasal 23E ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Tetapi kebebasan dan kemandirian ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai dalam hal apa kebebasan dan kemandirian ini dilakukan, apakah hanya dalam hal melakukan pemeriksaan ataukah juga dalam pengelolaan organisasi yang meliputi menentukan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK.
Secara umum dalam pelaksanaan fungsinya, BPK berkaitan erat dengan fungsi kekuasaan legislatif khususnya fungsi pengawasan. Dengan kondisi organisasi yang sama-sama diluar kewenangan eksekutif, DPR masih tetap membutuhkan dukungan dari kekuasaaan eksekutif. Bentuk dukungan Pemerintah (eksekutif) dalam ranah kewenangan DPR terlihat dengan dibentuk sekretariat jenderal yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan presiden atas usul lembaga yang bersangkutan.
 Adapun status pegawai sekretariat jenderal dijelaskan dalam Pasal 415 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3) yang mengatur bahwa Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Badan Keahlian DPR serta Sekretariat Jenderal DPD terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Lebih lanjut dalam Pasal 415 ayat ayat (2) diatur bahwa ketentuan mengenai manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD diatur dengan peraturan lembaga masing-masing yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Manajemen pegawai dalam penjelasan diatur meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. 
Sejalan dengan tata organisasi sekretariat jenderal dalam lembaga legislatif, pengelolaan Pelaksana BPK untuk urusan administratif dilakukan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Koordinasi dengan pemerintah tetap perlu dilakukan mengingat pegawai sekretariat jenderal atau Pelaksana BPK ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 34 UU BPK yang menyatakan:

(1) BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan Pemeriksa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil .

(3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
Sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikategorikan sebagai Pegawai ASN. Dalam hal penyelenggaraan pengadaan PNS, ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU ASN bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, yang dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud disini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Kemudian di dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. 

Adapun penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS harus dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Penyelenggaraan seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Bagi peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian, sebagaimana bunyi Pasal 63 .

Jika merujuk pada pengaturan kelembagaan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga negara yang independen, pengadaan pegawai di lingkungan BI ditetapkan secara penuh oleh BI tanpa mengikutsertakan mekanisme dalam UU kepegawaian. UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Bank Indonesia), menyebutkan: “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.

Sebagai lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah, Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian pegawai Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur. Selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa hal-hal yang berkait dengan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur. 

Perbedaan pola pengaturan kepegawaian antar lembaga negara ini berpotensi sebagai obyek gugatan karena terkesan ada unsur diskriminasi. Selain BI pengaturan kepegawaian yang cenderung menunjukkan sifat bebas dan mandiri dari sebuah lembaga negara juga terdapat pada lembaga KPK. Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia KPK bukan merupakan lembaga utama (main state organs, principal state organs) tetapi lembaga penunjang (state auxiliary organs).
 Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Struktur KPK ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Tim Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkedudukan sebagai pelaksana tugas. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) diatur bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun kewenangan dalam mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain berwenang mengatur sendiri syarat dan tata cara pengangkatan pegawai, Komisi Pemberantasan Korupsi juga berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) angka 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Kebebasan dan kemandirian dalam menentukan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK.

Sebagai perbandingan terkait struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana dalam Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 1 angka 9 mengatur bahwa aturan-aturan intern yang terkait tata tertib pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, dan organisasi Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Gubernur dalam Peraturan Dewan Gubernur. Aturan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 38 ayat 2 bahwa tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Kedua pasal ini menegaskan bahwa kewenangan mengatur organisasi dan tata kerja Bank Indonesia diserahkan untuk diatur sendiri dalam Peraturan Dewan Gubernur.

Sementara itu jika merujuk pada Komisi Pemberantasan Korupsi, ditetapkan kebijakan dan tata kerja mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi diserahkan secara utuh oleh Undang-Undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 25 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemandirian ini kemudian dipertegas dalam Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

3. Penilaian dan Penetapan Jumlah Kerugian Negara/Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

Apabila melihat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pembentukan UU ini ditujukan sebagai landasan operasional yang memadai dalam pelaksanaan tugas BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dengan demikian hal-hal pokok yang diatur dalam undang-undang ini ditujukan secara terbatas hanya untuk mengatur mengenai lingkup pemeriksaan, standar, kebebasan dan kemandirian BPK dan substansi lainnya.

Terkait lingkup pemeriksaan, Pasal 2 mengatur bahwa pemeriksaan keuangan Negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan Negara. Dalam menjalankan 2 (dua) jenis pemeriksaan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu diantaranya audit investigatif. Pemeriksaan keuangan atau kinerja dilaksanakan secara berulang dengan tujuan memberikan opini
 sebaliknya pemeriksaan tujuan tertentu dilaksanakan tidak berulang dan ditujukan untuk pembuktian. Lebih lanjut dalam Pasal 13 diatur Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Dalam hal ditemukan unsur pidana, sesuai ayat (2) maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Selain mengatur kewenangan BPK dalam pemeriksaan, Undang-Undang ini juga mengakui keberadaan lembaga pemeriksa lain, sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 yang berbunyi:

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Dengan memperbolehkan BPK untuk memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, pada dasarnya Undang-Undang mengakui bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah sah karena disusun oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Negara termasuk pemeriksaan investigatif.


Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Pasal 85, Pasal 93 dan Pasal 100 telah diatur perihal pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi. Pasal 85 ayat (2) mengatur bahwa Pemeriksaan Dana Desentralisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Adapun Pasal 93 ayat (2) mengatur bahwa Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terakhir dalam Pasal 100 ayat (2) dinyatakan bahwa Pemeriksaan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Apabila merujuk pada pengaturan tersebut, ada beberapa peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan yang dapat dijadikan rujukan antara lain :

a. UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang ini yang berkedudukan sebagai pemeriksa adalah Badan Pemeriksa Keuangan. 

b. PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP ini merupakan pelaksanaan dari UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditujukan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan salah satunya melalui pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 Adapun pengawasan yang dilakukan melalui : audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugas dan wewenang terkait pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dalam Pasal 30 ayat (1), Presiden menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain APBN, BPK juga berwenang untuk memeriksa laporan keuangan terkait pertanggungjawaban APBD seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) undang-undang ini. Dengan demikian undang-undang ini menunjuk BPK sebagai lembaga yang memiliki kebebasan dan kemandirian dalam aspek pemeriksaan dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara terkait pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara disusunlah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang sebelumnya harus dilakukan audit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terkait dengan kerugian negara, ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kewenangan BPK terkait ganti kerugian negara dijelaskan dalam Pasal 62 : 

(1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebukan bahwa tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun yang dimaksud “instansi yang berwenang” dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Lebih lanjut dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 7 mengatur bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. 

 Dengan demikian, dalam hal KPK membutuhkan penghitungan dan penetapan kerugian negara untuk membuktikan adanya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dapat berkoordinasi, meminta informasi, melakukan dengar pendapat dengan instansi antara lain : BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Instansi-instansi tersebut oleh UU KPK dipandang sama-sama memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketentuan Pasal 6 huruf a dan penjelasan khusus yang berkaitan dengan kewenangan BPK pernah diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-X/ 2012 telah menyatakan menolak. Adapun dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat :

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”. Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, “Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP”. Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigatif. Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) yang menyatakan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.” (vide Pasal 6 ayat (1) UU BPK). Dengan demikian, tugas dan kewenangan dari masing-masing instansi seperti BPKP dan BPK telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tugas dan kewenangan tersebut tidak perlu disebutkan lebih lanjut dalam penjelasan UU KPK. 
Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

4. Periode jabatan, anggota, ketua dan wakil ketua BPK.

Pada metode kepemimpinan lembaga yang berbentuk kolektif kolegial, kedudukan antar anggota bersifat egaliter/setara sehingga setiap anggota memiliki hak yang sama untuk dapat menduduki jabatan sebagai pimpinan lembaga. Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal tersebut dengan mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Akan tetapi pada lembaga Negara lainnya seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang periode jabatan anggotanya 5 (lima) tahun serta prinsip kepemimpinannya juga bersifat kolektif kolegial, dalam masing-masing Undang-Undang organiknya tidak mengatur perihal periodesasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

I. Landasan Filosofis

Tugas pokok pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tugas pokok tersebut melekat dalam setiap periode pemerintahan negara Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia baik dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif.

Prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam konstitusi Indonesia dijiwai oleh sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian setiap upaya penyelenggaraan pemerintahan baik dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudikatif harus bergerak dalam kerangka keadilan sosial yang menjamin terwujudnya asas adil dan merata serta menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam pembangunan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sehingga harus memberi akses yang luas bagi masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Pengawasan serta pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan agar terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut dibutuhkan kekuasaan auditif yang akan melakukan fungsi checks and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam aspek keuangan negara. Kekuasaan auditif tersebut diwujudkan dalam lembaga negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Keberadaan BPK merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan persetujuan DPR diselenggarakan sebagaimana mestinya. Pemeriksaan keuangan negara oleh BPK tidak saja dari sisi aspek pertanggungjawaban akuntansi saja namun kesesuaian dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam APBN. Pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK lebih ditujukan pada politik anggaran dari pemerintah dalam melaksanakan APBN. 

Besarnya peran yang dibebankan kepada BPK untuk mengawasi secara langsung pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menempatkan BPK sebagai suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional. Kondisi tersebut ditegaskan dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, yaitu “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

J. Landasan Sosiologis
Tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara dianggap sebagai penyebab banyaknya kasus korupsi. Kondisi tersebut disebabkan salah satunya karena tidak optimalnya peran pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Posisi BPK dalam Konstitusi diatur sejajar dengan pemerintah yaitu sama-sama sebagai lembaga tinggi negara, namun pada masa orde baru BPK seolah diposisikan di bawah kendali pemerintah. Peran BPK direduksi oleh pemerintah dengan membatasi objek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaan, isi dan nada laporan hasil pemeriksaan BPK. Pada waktu itu pemerintah mengontrol BPK melalui organisasi, personel, anggaran dan laporan BPK yang harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Sekretariat Negara sebelum diserahkan kepada DPR. Dalam kondisi demikian, sulit untuk menciptakan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

Saat ini pemerintah tidak banyak mencampuri urusan terkait laporan BPK, namun terkait formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK belum sepenuhnya berada pada posisi sebagai satu lembaga yang bebas dan mandiri. Penentuan formasi dan rekrutmen pegawai atau Pelaksana BPK masih harus melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (Pemerintah). Fakta ini menunjukkan bahwa BPK dalam menentukan formasi dan merekrut pegawai atau pelaksana masih berada di bawah lembaga Pemerintah (eksekutif), padahal seharusnya pemerintah hanya melakukan fungsi konsultasi saja. Akibatnya, BPK mengalami kesulitan untuk menambah Pelaksana sesuai dengan kapasitas dan jumlah yang dibutuhkannya, yang terus bertambah setiap tahun.

Selain itu masih dilakukannya lelang jabatan (job bidding) untuk mengisi posisi penting dan strategis di BPK dirasa masih mengancam independensi BPK baik dalam aspek kelembagaan, pemeriksaan dan pelaporan. Masuknya oknum yang sebelumnya adalah Terperiksa kemudian menjadi Pemeriksa BPK melalui mekanisme job bidding juga memicu terjadinya konflik kepentingan. Dengan demikian, independensi menjadi penting sebagai landasan bagi penentuan formasi dan rekrutmen seluruh Pelaksana BPK.

Penguatan kelembagaan BPK selain terhadap organisasi, formasi dan rekrutmen serta tata kerja juga terhadap hasil pemeriksaan BPK. Saat ini pemeriksaan dan penetapan terhadap pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan BPKP. Pemeriksaan oleh dua lembaga tersebut seringkali menghasilkan kesimpulan berbeda misalnya atas kasus yang sama BPK menyimpulkan hanya terjadi kesalahan administratif dan uang dikembalikan ke kas, namun BPKP menyimpulkan telah terjadi kerugian negara sekian rupiah sehingga hasil BPKP dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum misalnya untuk memperkuat dakwaan tindak pidana korupsi. Misalnya ketika Kejaksaan, tidak puas dengan hasil pemeriksaan BPK dalam membuktikan unsur kerugian keuangan negara maka akan meminta bantuan kepada BPKP. Ketika hasil pemeriksaannya berbeda maka rawan terjadi penyalahgunaan terhadap hasil yang akan di pakai. Pihak Kejaksaan bisa memilih untuk menggunakan hasil pemeriksaan BPKP karena dianggap mampu menguatkan dakwaan terhadap kasus korupsi. Sementara hasil pemeriksaan BPK akan digunakan oleh tersangka untuk membela diri karena dianggap menguntungkan pihak tersangka. 

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut serta guna menjawab besarnya harapan rakyat Indonesia terhadap BPK dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara yang bersih, akuntabel dan transparan maka penting untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan meninjau kembali dan melakukan beberapa perubahan terhadap substansi UU BPK terkait: 

· Kebebasan dan kemandirian dalam menentukan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK; 

· Kebebasan dan kemandirian dalam menentukan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK; 

· Penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara / penghitungan kerugian negara (PKN); 

· Periode kepemimpinan pimpinan BPK (Ketua, dan Wakil Ketua BPK)
· Penyempurnaan atau penambahan beberapa pasal dalam mengakomodasi perkembangan pemeriksaan keuangan

K. Landasan Yuridis
Penyempurnaan UU BPK dilakukan terhadap: (a) Kebebasan dan kemandirian dalam menentukan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK; (b) Kebebasan dan kemandirian dalam menentukan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK; (c) Penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara / penghitungan kerugian negara (PKN); (d) Periode jabatan Anggota, Ketua, dan Wakil Ketua BPK. Dan (e) penyempurnaan atau penambahan beberapa pasal dalam mengakomodasi perkembangan pemeriksaan keuangan diharapkan mampu memperkuat lembaga BPK menjadi lembaga yang bebas dan mandiri sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK ternyata belum menjawab secara utuh kebebasan dan kemandirian kelembagaan serta pelaksanaan tugas BPK sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi. Penegasan terhadap kebebasan dan kemandirian yang diatur secara ekplisit dalam Pasal 31 hanya mencakup aspek pemeriksaan saja, padahal untuk dapat menjawab kelembagaan yang bebas dan mandiri seharusnya mencakup dua aspek yang tak dapat dipisahkan yaitu aturan main meliputi pemeriksaan dan pelaporan serta aspek lembaga itu sendiri. Penyebutan secara eksplisit terhadap kedua aspek tersebut hanya dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang berbunyi sebagai berikut: 
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada Pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan oleh BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Adapun terkait rumusan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penetapan kerugian keuangan negara perlu segera ditentukan. Dalam undang-undang ini perlu ditegaskan bahwa lembaga yang berwenang melakukan audit investigasi kerugian keuangan negara dalam kaitan dengan tindak pidana adalah BPK. Penegasan ini agar sesuai dengan Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD Negara RI Tahun 1945 yang menggariskan tugas BPK yakni memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga tidak menimbulkan tumpang-tindih dengan entitas pemerintah lainnya sehingga menimbulkan potensi pelanggaran konstitusi dan ketidakpastian hukum. Mendasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

L. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah mewujudkan efektifitas kinerja BPK dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

M. Jangkauan dan Arah Pengaturan.
1. Memberikan pengaturan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan hubungannya dengan lembaga atau badan lainnya;
2. Memberikan pengaturan terkait keanggotaan BPK, pemilihan dan pemberhentian anggota BPK dan masa jabatan pimpinan BPK, serta pengisian kekosongan keanggotaan BPK.
3. Memberikan pengaturan terkait formasi dan rekruitmen Pelaksana BPK, struktur organisasi dan tatakerja, penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/Penghitungan Kerugian Negara (PKN).
N. Ruang lingkup materi pengaturan
1. Keanggotaan BPK
Keanggotaan BPK diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan:

(1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden.

(2) Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR.

Memperhatikan ketentuan tersebut, perlu ditambahkan pengaturan terkait mekanisme (proses) pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 9 (sembilan) anggota BPK. Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh BPK yaitu dengan bersifat kolektif kolegial. Sifat kolektif yang dimaksud adalah bahwa setiap keputusan BPK diambil secara bersama-sama oleh Anggota BPK dalam suatu sidang BPK. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak dicapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (vote). Adapun sifat kolegial dimaknai bahwa setiap keputusan BPK diambil dengan berasaskan kesetaraan dan mengikat seluruh Anggota BPK.

Terkait dengan masa jabatan anggota BPK yang diatur dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Memperhatikan ketentuan ini, masa jabatan kenggotaan BPK tidak sama berakhirnya, hal ini dikarenakan anggota yang berakhir masa jabatannya akan dipilih oleh DPR untuk menjaga anggota BPK tetap berjumlah 9 (sembilan) orang. Untuk itu perlu dirumuskan atau diatur sebuah mekanisme pemilihan anggota BPK yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak mengikuti masa periode pemerintahan. Hal ini didasarkan agar anggota BPK memiliki konsepsi dan masa kinerja yang sama untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memeriksa keuangan negara pada masa pemerintahan 5 (lima) tahunan).

Adapun pemilihan serentak Anggota BPK mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan masa periode pemerintahan 2019-2024.

2. Tugas dan wewenang BPK:

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara/Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun yang lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Selain atas kewenangan untuk memeriksa, BPK pun dapat melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian negara berdasarkan atas permintaan instansi yang berwenang.

Apabila dipandang perlu, dalam menjalankan kewenangan penilaian atau penghitungan kerugian negara, BPK dapat menunjuk pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Hasil penghitungan kerugian negara tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada BPK.

Terkait dengan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak lain atas dasar permintaan instansi yang berwenang, maka hasil penghitungan kerugian negara tersebut disampaikan kepada BPK untuk dievaluasi sebelum disampaikan oleh pihak lain kepada instansi yang berwenang. Evaluasi ditujukan untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan kerugian negara. Dalam rangka memberi kejelasan pengaturan terkait pelaksanaan wewenang BPK tersebut maka perlu dibentuk peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BPK diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang meliputi:
a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;

i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

Selanjutnya, untuk menjaga kualitas hasil pengawasan dari instansi yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka pelaksanaan pengawasan harus didasarkan pada standar atau pedoman pengawasan. Oleh karena itu, BPK sebagai lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara perlu memberi pertimbangan atas standar pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan oleh Pemerintah. 
Selain menambah kewenangan sebagaimana tersebut di atas, BPK juga dapat melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan instansi yang berwenang. Mempertimbangkan volume kerja dan kebutuhan tertentu, BPK dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama BPK melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang kemudian harus dilaporkan secara tertulis kepada BPK
3. Pemilihan dan Pemberhentian Anggota BPK.
Persyaratan calon Anggota BPK telah diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang terdiri atas: 

a. warga negara Indonesia;

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berdomisili di Indonesia;

d. memiliki integritas moral dan kejujuran;

e. setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; 

h. sehat jasmani dan rohani;

i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam rangka memastikan calon anggota BPK yang akan dipilih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif dalam pemeriksaan keuangan negara, persyaratan pencalonan anggota BPK yang telah diatur sebelumnya perlu dilengkapi syarat tambahan yaitu pengalaman bekerja pada bidang tertentu dengan masa kerja tertentu.
Dalam rangka untuk memenuhi unsur keanggotaan BPK yang terdiri atas unsur karier dan unsur nonkarier, maka terdapat beberapa syarat tambahan khusus untuk calon Anggota BPK karier, yaitu mengubah usia calon yang semula paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi berusia paling rendah 42 (empat puluh dua) tahun dan menambah batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun pada waktu mendaftar. Terhadap batas usia paling rendah 42 (empat puluh dua) tahun, hal ini mempertimbangkan pengalaman kerja calon anggota BPK yang lebih matang dalam bidang pemeriksaan keuangan negara sedangkan untuk batas usia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun, mengukur masa usia pensiun 67 (enam puluh tujuh) tahun dan mempertimbangkan masa 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Selain itu, ditambahkan pula syarat memiliki pengalaman kerja paling sedikit 20 (dua puluh) tahun sebagai Pemeriksa atau menjabat paling rendah sebagai Pimpinan Tinggi Pratama. Syarat ini ditujukan sebagai filter dalam menentukan Anggota BPK dari unsur karier.

Adapun bagi calon yang berasal dari unsur nonkarier, terdapat penambahan syarat yaitu harus memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dalam bidang ekonomi, administrasi negara atau hukum; dan paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara yang diperiksa oleh BPK. Tujuannya untuk memastikan anggota BPK terpilih memiliki pemahaman dan kapasitas di bidang pemeriksaan keuangan negara. Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dapat dipertimbangkan pembentukan Panitia Seleksi sebelum diajukan ke DPR.
Setelah terdapat beberapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota, maka DPR melakukan pemilihan untuk selanjutnya menetapkan 9 (sembilan) anggota BPK terpilih dan 9 (sembilan) anggota BPK cadangan. Pemilihan 9 (sembilan) anggota cadangan tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan pengganti dari anggota BPK dalam hal yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau memenuhi syarat masa jabatannya, yaitu selama 5 (lima) tahun.

Terkait pengisian posisi keanggotaan BPK yang diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat perlu mempertimbangkan putusan MK Nomor 13/PUU-XI/2013, Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Pemohon: Drs. Bahrullah Akbar, BSc., S.E., MBA (Anggota BPK) Kuasa Pemohon: Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M., dkk. Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan BPK karena diberhentikan baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat yang menyebabkan keanggotaan BPK berjumlah kurang dari 9 (sembilan) orang, maka dilakukan pengisian kekosongan jabatan anggota BPK. Anggota yang akan mengisi jabatan kosong tersebut harus menenuhi persyaratan yang akan diatur dalam pengaturan ini. 

Pengisian kekosongan dilakukan dengan cara mengangkat calon anggota dari Anggota BPK cadangan [sisa hasil pemilihan terakhir] berdasarkan urutan. Jika calon anggota BPK cadangan dengan urutan tertinggi tidak bersedia mengisi kekosongan keanggotaan BPK maka dipilih dari urutan selanjutnya. Penggunaan konsep anggota BPK cadangan dipilih dengan pertimbangan pengisian anggota harus memenuhi unsur yaitu dipilih oleh DPR RI. Penggunaan konsep anggota BPK cadangan dipilih dengan pertimbangan pengisian anggota harus memenuhi unsur yaitu dipilih oleh DPR RI dan adanya keinginan agar anggota diangkat dan diberhentikan secara bersamaan. Selain itu, konsep ini juga dipilih sebagai solusi atas putusan MK yang memandang pengisian anggota dengan model penggantian antar waktu yang hanya melanjutkan masa jabatan bersifat inskonstitusional. Lebih lanjut jika dari keseluruhan calon anggota BPK yang berasal dari cadangan tidak bersedia mengisi sisa masa jabatan yang kosong maka BPK mengusulkan calon anggota BPK dengan persetujuan DPR.

Dalam kondisi ketika kekosongan calon anggota BPK berasal dari unsur karier namun tidak terdapat anggota BPK cadangan yang berasal dari unsur karier maka pemilihan anggota BPK dilakukan oleh DPR berdasarkan usul BPK. Jumlah yang diusulkan berjumlah 2 (dua) kali jumlah jabatan karier yang kosong untuk dipilih oleh DPR. Sebaliknya, jika kekosongan Anggota BPK berasal dari unsur nonkarier dan dalam anggota BPK cadangan tidak terdapat unsur yang sama maka pemilihan anggota BPK dilakukan oleh DPR. Terhadap seluruh Anggota BPK yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan wajib mengucapkan sumpah atau janji.
4. Masa jabatan Pimpinan BPK

Pimpinan KPK (Ketua dan Wakil Ketua BPK) dipilih dari dan oleh anggota BPK untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengantisipasi persoalan terkait kapabilitas pimpinan dan struktur keanggotaan yang dapat menghambat kinerja lembaga maka masa kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BPK dilakukan evaluasi oleh sidang anggota setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Atau dapat pula dirumuskan adanya periodesasi masa jabatan ketua dan wakil ketua yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam). Hal ini memudahkan untuk menciptakan mekanisme evaluasi terhadap akuntabilitas dan kinerja Pimpinan KPK dalam mendukung pelaksanaan prinsip kolektif-kolegial. Terhadap Pimpinan KPK yang terpilih dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

5. Pelaksana BPK
Dalam rangka melengkapi pengaturan tentang pelaksana BPK dalam Pasal 34 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK perlu ditambahkan aturan yang menegaskan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada pelimpahan wewenang dari BPK. Pemeriksa sebagaimana dimaksud berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang bukan Pegawai Negeri Sipil
Selain itu, untuk mempermudah dan mendukung tata kelola internal kelembagaan, BPK dapat secara bebas dan mandiri menyusun formasi dan kualifikasi jabatan Pelaksana BPK. Akan tetapi untuk Pelaksana BPK yang berstatus PNS rekruitmennya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Peralihan
Ketentuan ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dalam konteks BPK, hubungan hukum tersebut timbul sebagai akibat adanya upaya menciptakan pemilihan serentak yang berkaitan dengan masa jabatan Anggota BPK yang berakhir sebelum atau setelah tahun 2019.

Terhadap Anggota BPK yang masa jabatannya berakhir sebelum tahun 2019 maka yang bersangkutan tetap menjabat sampai dengan tahun 2019 atau DPR memilih anggota BPK untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2019 atau memilih dan menetapkan anggota BPK tersebut untuk menjadi Anggota BPK pada periode 2019-2024. Anggota BPK hanya dapat ditetapkan kembali pada periode 2019-2024 apabila calon anggota BPK tersebut baru menjalani 1 periode.

Khusus bagi Anggota BPK yang dipilih pada tahun 2016, masa jabatannya berakhir pada tahun 2019 dengan ketentuan diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 (satu) periode.

BAB VI

PENUTUP

O. Simpulan
1. Beberapa permasalahan yang dihadapi BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan UU BPK antara lain: kurangnya kebebasan dan kemandirian dalam menentukan formasi, tata kerja, struktur organisasi dan rekrutmen pelaksana BPK. Formasi, rekrutmen Pelaksana dan struktur organisasi BPK ditentukan oleh Pemerintah. Selain terkait persoalan struktur BPK, permasalahan lain juga terdapat pada Periode Jabatan Anggota, Ketua, dan Wakil Ketua BPK yang tidak sesuai dengan periode Pemerintahan sehingga terjadi kekosongan pimpinan (berdampak buruk pada aspek chemistry, kinerja lembaga dll). Permasalahan selanjutnya terkait dengan penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/penghitungan kerugian negara (PKN) yang ditetapkan oleh Pemerintah direvisi menjadi “ditetapkan oleh BPK”, tujuannya tidak lain untuk menjamin sifat independensi sebuah lembaga negara. Melihat permasalahan tersebut diperlukan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. UU BPK yang masih berlaku saat ini belum secara efektif dapat mewujudkan peran dan kinerja BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Tanpa dilakukan perubahan/revisi (minor) UU BPK, tentu sangat sulit bagi BPK untuk dapat melaksanakan fungsi mandatorynya. Beban tugas yang semakin berat dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu didukung dengan tenaga pelaksana yang memadai. 
4. Dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terdapat beberapa landasan antara lain; Pertama, landasan filosofis yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 terhadap penggunaan keuangan negara yang dikelola pemerintah. Kedua, landasan sosiologis yaitu bahwa masih tingginya angka korupsi di Indonesia yang diakibatkan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan yang disebabkan tidak optimalnya peran pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh BPK karena masih adanya intervensi pemerintah dalam struktur, formasi, dan kinerja BPK. Ketiga, landasan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK ternyata belum menjawab secara utuh kebebasan dan kemandirian kelembagaan serta pelaksanaan tugas BPK sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk melakukan perubahan terhadap terhadap 4 (empat) aspek, yaitu: 

a. kebebasan dan kemandirian dalam menentukan formasi dan rekrutmen Pelaksana BPK; 

b. kebebasan dan kemandirian dalam menentukan struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK; 

c. penilaian dan penetapan jumlah kerugian negara/penghitungan kerugian negara (PKN); 

d. periode jabatan Anggota, Ketua, dan Wakil Ketua BPK.

P. Saran
Mengingat pentingnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan perlu dimasukkan dalam Perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2016.
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